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that occurred also affected the public economic sector.
Government offices implement a work from home (WFH)
system, thereby automatically suppressing the need for
shopping for office goods. In addition, many procurement
processes have been hampered, even halted as a result of the
COVID-19 pandemic. Many of the budgets previously
earmarked for the activities of Ministries/ Agencies have been
reduced and diverted to activities to handle the COVID-19
pandemic. This affects the realization of budget absorption
during the covid pandemic at Ministries/Agencies. The
realization of budget absorption at Ministries/Agencies is
categorized into 3 (three) levels, namely: (1) low absorption
rate if it is less than 90%; (2) moderate absorption rate if it is
between 90% to 94.99%; and (3) high absorption rate if the
realization of budget absorption is more than 95%.

Pada bulan maret tahun 2020, pemerintah resmi
mengumumkan bahwa covid-19  telah
merambah Indonesia. Pandemi yang terjadi turut
mempengaruhi sektor ekonomi public. Kantor-kantor
pemerintahan menerapkan sistem work from home
(WFH), sehingga secara otomatis menekan kebutuhan
belanja barang keperluan perkantoran. Selain itu banyak
proses pengadaan yang terhambat, bahkan terhenti
sebagai akibat pandemic covid ini. Anggaran yang
sebelumnya guna
Kementerian/Lembaga banyak yang dikurangi dan
dialihkan  pada  kegiatan-kegiatan = penanganan
pandemic covid. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi

pandemi

diperuntukkan

kegiatan

penyerapan anggaran selama pandemi covid pada
Kementerian/Lembaga. Realisasi penyerapan anggaran
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pada Kementerian/Lembaga dikategorikan kedalam 3
(tiga) tingkatan, yaitu: (1) tingkat penyerapan rendah
apabila kurang dari 90%; (2) tingkat penyerapan sedang
apabila antara 90% sampai dengan 94,99%; dan (3)
tingkat penyerapan tinggi apabila realisasi penyerapan
anggaran lebih dari 95%.

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang sudah
berlangsung semenjak awal tahun 2020
sampai dengan saat ini ikut berpengaruh
dalam semua lini kehidupan, Aspek
yang paling terdampak salah satunya
adalah sektor ekonomi. Pandemi yang
berlangsung hampir terjadi di seluruh
bagian dunia mengacaukan kehidupan
ekonomi, baik ekonomi di sektor privat
(kehidupan
masyarakat) maupun ekonomi di sektor
publik (pemerintahan). Banyak proses
pengadaan yang terhambat dan bahkan
sebagian harus dibatalkan. Pengadaan
barang dan belanja modal yang telah
kembali
berdasarkan Untuk
belanja barang dan belanja modal yang
tidak mendesak terpaksa harus ditunda
bahkan dibatalkan, untuk kemudian
dialihkan untuk penanganan pandemi
covid yang bersifat darurat dan sangat
mendesak. Dalam proses pelaksanaan
realisasi anggaran harus berdsarkan
pada ketentuan peraturan yang berlaku
serta memperhatikan rencana awal dari
tujuan anggaran tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini
meliputi:

1. Pengertian anggaran dan berbagai

ekonomi individu

direncanakan direview

skala prioritas.

fungsinya;
2. Bagaimana siklus realisasi anggaran;
3. Bagaimana realisasi tingkat
penyerapan anggaran

Kementerian/Lembaga pada tahun
2019 (sebelum pandemi covid-19);
dan
4. Bagaimana realisasi tingkat
penyerapan anggaran
Kementerian/Lembaga pada tahun

2020 (selama pandemi covid-19).

METODE PENELITIAN
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
Kementerian/Lembaga yang ada di
Indonesia dan berfokus pada tingkat
realisasi penyerapan anggaran tahun
anggaran 2019 dan tahun anggaran
2020.
2. Bahan dan Alat Penelitian
Sumber Data
Data yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah berupa data
yang bersumber
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun
Anggaran 2020 yang telah diaudit
oleh BPK.
Populasi dan Sampel
penelitian ini adalah
seluruh Kementerian/Lembaga yang

sekunder dari

Populasi

ada di Indonesia

3. Metode Analisis Data

Metode
penelitian  ini

yang digunakan dalam
berupa  studi
kepustakaan dengan menggunakan
deskriptif, yaitu metode
terhadap

analisis

penelitian status



sekelompok orang, suatu objek,
kondisi, atau system konseptual,
serta fenomena yang terjadi.

PEMBAHASAN DAN HASIL
Pengertian Anggaran

Pengertian  anggaran  secara
umum adalah suatu rencana yang dibuat
secara sistematis berupa angka dan
dinyatakan dalam unit moneter (uang)
meliputi  semua  kegiatan  yang
dijalankan oleh suatu perusahaan
maupun organisasi dalam jangka
waktu/periode tertentu sebagai rencana
yang akan dijalankan di masa yang akan
datang. Suatu instansi maupun
perusahaan harus memliki anggaran
guna menjalankan proses bisnisnya.
Tanpa adanya anggaran tentunya proses
bisnis tidak dapat berjalan berjalan
lancar, bahkan bias terhenti. Termasuk
juga proses bisnis dalam hal pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat
haruslah tetap berjalan dengan baik.
Oleh karena itu setiap instansi pasti
dibekali dengan anggaran. Anggaran
bagi instansi biasanya disusun tahunan,
dan dituangkan dalam bentuk DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Anggaran memiliki berbagai macam
fungsi bagi organisasi maupun bagi
perusahaan. Diantaranya:

1. Fungsi Pelaksanaan
Anggaran menjadi patokan dasar
dan pedoman dalam pelaksanaan
suatu proyek pekerjaan, sehingga
pekerjaan tersebut dapat berjalan
dengan lancar dan dapat
mencapai tujuan yang

diharapkan
perusahaan/organisasi.

. Fungsi Perencanaan

Anggaran dapat memberikan
gambaran dan ilustrasi terhadap
kegiatan apa saja yang akan
dilakukan oleh
organisasi/perusahaan, sehingga
tujuan yang akan dicapai menjadi
lebih terarah sesuai dengan
perencanaan awal
perusahaan/organisasi.

. Fungsi Koordinasi dan

Komunikasi

Anggaran dapat digunakan
sebagai alat komunikasi dan
koordinasi dalam instansi
pemerintah.  Apalagi  untuk
anggaran-anggaran tertentu yang
bersinggungan antar instasi.
Tentunya diperlukan komunikasi
dan koordinasi agar tujuan dapat
dicapai Bersama.

. Fungsi Penilaian Kinerja

Anggaran dapat digunakan
sebagai alat untuk menilai kinerja
suatu  organisasi.  Penilaian
dimaksud  dapat  dilakukan
dengan membandingkan antara
rencana dan realisasi anggaran
yang ada. Selain itu dapat pula
dilihat seberapa efektif dan efisien
suatu organisasi/instansi dalam
merencanakan dan menggunakan
anggaran yang dimilikinya.

. Fungsi Kebijakan Fiskal

Pada sektor pemerintahan public
anggaran dapat berperan dalam

menggerakkan roda
perekonomian, mestabilkan
perekonomian,  serta  untuk
mendorong pertumbuhan

ekonomi.



Siklus Realisasi Anggaran

Siklus realisasi anggaran pada
sektor public menurut Indra Bastian
(2010:191) dimulai dari tahapan (1)
pencairan anggaran (pengeluaran); (2)
pendapatan; dan (3)
Pelaksanaan. Tahapan tersebut dapat
dikategorikan ke dalam 3 kegiatan
utama yaitu: Persiapan, Pelaksanaan,
dan Penyelesaian yang tentunya harus
diimbangi dengan pengendalian dan

realisasi

pengawasan. Secara

digambarkan sebagai berikut:

umum dapat

Siklus Realisasi Anggaran

Pengawa
an

m Persiapan = Pelaksanaan = Penyelesaian

1. Pencairan anggaran
(pengeluaran),  tahapan  ini
meliputi  kegiatan prosedural
membuat permintaan kas
tahap proses
pelaksanaan meliputi kegiatan
pengumpulan  bukti  untuk
pencatatan, proses akuntansi,
penyelesaian proses pencatatan
barang dan modal,

pelaporan kegiatan akuntansi.

anggaran;

serta

2. Realisasi  pendapatan, yaitu
dimulai dengan persiapan yang
terdiri dari kegiatan

mengkalkulasi ~ potensi  dan

membuat  peraturan  dalam

prosedur serta formulir; tahap

proses pelaksanaan yaitu berawal

dari kegiatan penagihan dan
pengumpulan dokumen
pendapatan; dan tahap proses
penyelesaian terdiri dari kegiatan
rekapitulasi realisasi pendapatan
serta pengenaan sanksi dan
insentif.

3. Pelaksanaan program, tahapan
dimulai dengan mempersiapkan
yang terdiri
pembentukan tim dan membuat
tata aturan pembagian
beban kerja. Tahap proses
pelaksanaan terdiri dari kegiatan

pekerjaan,

tahap penyelesaian
terdiri dari kegiatan finalisasi

produk dan pembuatan laporan.

dari  kegiatan

serta

melaksanakan
sementara

Realisasi  Penyerapan = Anggaran
Kementerian/Lembaga
Realisasi anggaran dalam

pelaksanaanya harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku, serta harus
selaras dengan rencana awal organisasi.
Namun dalam kenyataannya proses
realisasi anggaran dibutuhkan strategi
dan kemampuan teknis agar realisasi
penyerapan anggaran dapat berjalan
optimal dan tepat sasaran. Kategori
pemeringkatan realisasi
anggaran Kementerian/Lembaga diatur
dalam PMK no. 258 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemberian Penghargaan dan
Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan
Anggaran
Negara/Lembaga.

penyerapan

Kementerian
peringkat

Belanja
Kategori



realisasi

penyerapan anggaran

dimaksud yaitu:

a.

pada

Kategori  realisasi
anggaran tinggi

Kategori ini diperuntukkan bagi
instansi
penyerapan anggaran lebih dari
dengan 95%

penyerapan

dengan realisasi

atau sama dari
anggaran;
Kategori
anggaran sedang

Kategori ini diperuntukkan bagi
instansi
penyerapan anggaran 90% sampai
dengan 94,99% dari anggaran;
Kategori realisasi anggaran rendah
Kategori ini diperuntukkan bagi
dengan
penyerapan anggaran kurang dari

90%.

realisasi  penyerapan

dengan realisasi

instansi realisasi

Realisasi penyerapan anggaran
seluruh Kementerian/Lembaga

pada tahun 2019 (sebelum pandemi
covid) adalah sebagai berikut:

Sumber: LKPP 2019

REALISASI PENVERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2013
KODE BA | URAIAN KODE BA ESELONT APBN REALISAST 3
ESELON1
T T MAJELIS PERMUSVAWARATAN RARVAT 350.397.255.000 07 262.909.306 256
7 |2 DEWAN PERWAHILAN RAKVAT 5.739.310.147.000 ATIATE6.127.133 82,15%
4 BADAN PEVERIKSA KEUANGAN 553.072.736.000 T30.775.875.248 126,34%
5 MAHKAMAH AGUNG L276.467.475.000 871.345.071.033 107,19%
© KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 5,346,271 835,617, 363,796 A07,71%
7 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 573.168.750.000 445,322 A0ABZ T 3,537
0 WENENTERIAN DALAM NEGERT A72.970.626.000 L297.046. 701,392 103,917
B il REWENTERIAN LUAR NEGERT 7.511.756.663.000 7716627, 310.798 753
o 2 WEMENTERIAN PERTAHANAN 108.357.912.589.000 115.351.666.000.841 106,457
[ 5] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI | 13.305.871.866.000 13.774.396.008.362 103,52%
MANUSIA RI
N KEMENTERIAN KE 45.156.362.040.000 39.546.053.008.399 7,56%
| 8 KEVENTERIAN PERTANIAN 21.686.516.683.000 59,57%
N WEWENTERIAN PERINDUS TRIAN 3.589.324.558.000 3.368.036.053.338 93,830
3 KEWMENTERIAN ENERGI DAN SUNBER DAYA | 4.989.416.415.000 A764.513.690.907 5,50%
MINERAL
[ 3 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 41.554.917.054.000 39.695.661.976.332 95,53%
N KEMENTERIAN PENDDIKAN DAN | 35.893.087.934.000 35.494.689.999.332 101,39%
KEBUDAYAAN
7| WENENTERIAN KESEHATAN 58.746.580.744.000 67.279.326.079.500 Tia52%
B WENENTERIAN AGANA "62.066.722.163.000 63.946.309.726.213 103,03%
[ ) REWENTERIAN KETENAG AKERJAAN 5.785.135.717.000 5.200.351.9394T9 FAT
B WENENTERIAN SOSIAL 58.806.458.378.000 57.726.645.452.081 98,00
| B® KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN | 9.070.472662.000 AB4LD0.5174TS 97AT%
KEHUTANAN
Z | | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN | 110.731.599.735.000 100.557.499.619.109 30,81%
PERUMAHAN RAKYAT
N ED KEMENTERIAN _ KOORDINATOR  BIDANG | 281.470.004.000 265.109.796.329 95,61%
POLITIK, HUKUM DAN KEAMA
2% | ® WENMENTERIAN _ KOORDINATOR _ BIDANG | 414.168.401000 A27.700.998.822 0327
PEREKONOMIAN
] WEMENTERIAN _ KOORDINATOR  BIDANG | 42898144000 ZTO.0Z3A5BATT 81,375
PEMBANGUNAN MANUSIA DA
B WENENTERIAN PARMISATA T E31.062,805.000 3632, 540.841.308 BB
7 | & KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK | 208.209.502000 202523377.661 97,24%
NEGARA
EN K3 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN | 41.204.106.844.000 45.499.009.030.136 T10,26%
PENDIDIKAN TINGGI
EN K] KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA | 961.432.185.000 '904.735.506.508 94,10%
KECIL DAN MENENGAH
EN K KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN | 493.636.794.000 480.206.212.21 97,28%
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN A
I KENENTERIAN PENDAVAGUNAAN | 323.335.887.000 F13618.680.760 96,997
APARATUR NEGARA DAN REFORMA
) BADAN INTELIUEN NEGARA 5.353.428.681.000 5A90.675.771.095 102,687
EE ) LEMBAGA SANDI NEGARA 2.308.100.095.000 Z.Z70.771.765.897 98.38%
34 | 5 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 42.830.440.000 49.287.937.866 115,08%
35 | 54 BADAN PUSAT STATISTIC 5.211.787.965.000 A974.323.553.780 85447
ENE KEMENTERIAN PERENCANAAN | 1.781.109.068.000 1.560.198.695.165 88,72%
PEMBANGUNAN NASIONAL
7 | 5% WEMENTERIAN _ AGRARIA DAN  TATA | 8.668.251.145.000 E.509.236.848.792 88,007
RUANG/BPN
) KENENTERIAN HOMUNIKAST DAN | 5.380.355.088.000 G498 B85.9T0.314 T20,79%
INFORMATIKA
[55 | e0 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOMESIA_| 86.187.801.241.000 '98.191.072.462.088 113,83%
%0 & BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.570.195.546.000 2.028.648.053.570 102,97
I LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 201.375.786.000 205.679.561.120 102,34%
5 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 616.060.691.000 597.118.142.460 96,93%
) NASIONAL 1.509.376.128.000 1.519.687.203.447 100,667
| o7 WEWMENTERIAN _ DESA,  PEMBANGUNAN | 4.325.623.104.000 5.165.837.394.165 TI8AZ.
DAERAH TERTINGGAL DAN TRA
5 ) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA | 3791.611.729.000 3538241, 106,438 93370
BERENCANA NASIONAL
EE WOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 85.794.908.000 97.558.419.021 EGL
N ] BADAN METEOROLOGL KLIMATOLOGI DAN | 1.754.228.195.000 Z408.204.219.574 137,28%
GEOFISIKA
EE KOMIS| PEMILIHAN UMW 18.104.139.070.000 7.432.276.990.495
EE i KONSTITUSI R 000 S15.882.725.310 96,34%
50| 78 PUSAT _ PELAPORAN DAN  ANALISIS | 180.362221000 155.685.169.459 108,507
TRANSAKSI KEUANGAN
I ) LENBAGA ILWU PENGETAHUAN INDONESIA__|_1.424.073.428.000 TA31.B2 AT 700,547
= | & BADAN TENAGA NURLIR NASIONAL 658.505.206.000 S7T6.335.600.773 08,547
53 | 81 BADAN PENGKAJAN DAN PENERAPAN | 1.372693.070.000 1.560.963.664.572 3,7
TEKNOLOGI
5 | &2 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA | 792854792000 T96.2B6.547.322 100,439
NASIONAL
5 | & BADAN INFORMAS] GEOSPASIAL T27.737.635.000 G75.008.572.511 T5%
56| 88 BADAN STAND ARDISASI NASIONAL Z31.619.639.000 341.520.103.214 104,275
i BADAN PENGAWAS TENAGA NURLIR TB.706.972.000 73.308.378.065 56,967,
58 LENBAGA ADMINISTRASI NEGARA F15.338.715.000 338.792.939.590 106,009
50 | a7 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 256.462.632.000 305.389.633.256 104,36%
G0 | 88 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 625.144.810.000 614.783.701.800 3A%,
ERE BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN | 1.431.751.914.000 1592579.258.133 ,23%
P
&z | %0 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 3.293.722.353.000 3.246.524.101.571 SE,57%,
I REWENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.551.091.970.000 2051207 404,609 05,13%
D KOMIS| PEMBERANT ASAN KORUPST §13.449.265.000 894.360.498.200 108,950
@ | 95 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD} 1.087.118.025.000 1.037.924.462.836 54T
56| 100 KOMISI YUDISIAL RI 124.010.477.000 123.260.140.305 95,39%
| 103 BADAN _NASIONAL PENANGGULANGAN | 619.425.671.000 &079.501.770.792 1304475
BENCANA.
Ge | 108 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN | 317.971.676.000 FZT61.403.650 58,367
PERLINDUNGAN TENAGA KERJ
G0 | 106 LENBAGA _ KEBUAKAN _ PENGADAAN | Z13.102107.000 Z3Z610.368.006 T08,16%
BARANG/JASA PEMERINTAH
70| 107 BADAN SAR NASIONAL .586.696.526.000 1.369.041.553.088 T00,11%
71| 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 131.177.030.000 134.810.868.4891 102,775
7z | 108 BADAN  PENGEMBANGAN  WILAYAH | 218231445000 161.124.086.287 63,00%
SURAMADU
73| 10 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 150.718.755.000 61.415.619.730 107,10%
& | 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA | 193.968.340.000 T78.487.785.708 BZ02%
PERBATASAN
7| 12 BADAN PENGUSAHA KAWASAN | 1.820.590.563.000 1565257 279.198 B5.90%
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABU
T | 13 BADAN _ NASIONAL  PENANGGULANGAN | 099.598.337.000 GIROBZIABID SZ06%
TERORISME
77| e SEKRETARIAT KABINET 756.072.365.000 WTATIAZ.22 51,25%
78| 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UNMUM B.628.733.903.000 6.403.438.094.449 Ta21%
70 | 18 NVIARAN PUBLIK RADIO | 994.120.111.000 903.129.729.258 90,65%
REPUBLIK INDONESIA
g0 | 17 PUBLIK TELEVISI | 951.021.692.000 "956.650.092 156 100,80%
REPUBLIK INDONESIA
51| 118 BADAN P KAWASAN | 221.AZ9.833.000 87.330.729.253 BA007
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELA
5| 1 BADAN TAUT 347 A16.980.000 A24.130.206.696 B5a80%
g | 120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG | 254.166.852.000 251.041.375.437 98,77%
KEMARITIMAN
8| 1z BADAN EKONOMI KREATIF 657.151.214.000 595.577.623.225 90,63%
85 | 122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 141.363.962.029
o ) BENDAHARA UMUM NEGARA TT8.590.674.484.000 622 666.657.892.672 T8.97%

Dari data tersebut diatas dapat diketahui

bahwa

pandemi

pada tahun

covid)

2019

(sebelum
terdapat

12

Kementerian/Lembaga dengan predikat

penyerapan

anggaran

rendah, 13

Kementerian/Lembaga dengan predikat
realisasi penyerapan anggaran sedang,




dan 61 Kementerian/Lembaga dengan
predikat realisasi penyerapan anggaran
tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
mayoritas Kementerian/Lembaga dapat
realisasi

melaksanakan penyerapan

anggaran dengan baik (tinggi).

Sedangkan realisasi penyerapan
anggaran Kementerian/Lembaga pada
tahun 2020 (selam pandemi covid-19)
dapat terlihat pada data berikut:

REATISAST FERYERAPAN ANGG AN

=
RODEER TRATS KODE B3 ESELON T FAGT BIFA
ESELON I

T

TR
TINGRUNGAY WIO0F | 7,

KELAUTAY DA

TG

I s

TR

AT

TR

CEEEERE

4
E

AT REFURLIR

N RONORTRAS AN

EGARR  REFURLIR

EEEEEERE

Dari data tersebut diatas dapat
diketahui bahwa pada tahun 2020
(selama pandemi covid) terdapat 16
Kementerian/Lembaga dengan predikat
anggaran rendah, 37
Kementerian/Lembaga dengan predikat

penyerapan

realisasi penyerapan anggaran sedang,
dan 34 Kementerian/Lembaga dengan
predikat realisasi penyerapan anggaran

tinggi.

KESIMPULAN
Berdasarkan  data
penyerapan anggaran pada tahun 2019
(sebelum pandemic) dan data realisasi
anggaran 2020
(selama pandemi) dapat disimpulkan
bahwa pandemi
mempengaruhi

realisasi

penyerapan tahun

covid turut
tingkat
anggaran
Kementerian/Lembaga. Mayoritas
Kementerian/Lembaga mengalami
penurunan tingkat realisasi penyerapan
anggaran. Hal ini dapat terlihat pada
tabel perbandingan kategori tingkat
realisasi penyerapan anggaran berikut:
Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran
Kementerian/Lembaga

realisasi

penyerapan pada

Kategori Jumlah Kementerian
- Lembaga

2019 2020

1 | Rendah 12 16

2 | Sedang 13 37

3 | Tinggi 61 34
e e Jumlah 86 87

WA

INATOR BIDANG

TOROTOGT

TR ATI

[EREETEr) T




SARAN

Guna meningkatkan kualitas
realisasi penyerapan anggaran pada
Kementerian/Lembaga,
langkah-langkah yang dapat dilakukan
yaitu:

1. Lebih selektif dalam perencanaan

strategi  dan

anggaran
Melalui perencanaan anggaran yang
lebih selektif, diharapkan akan

mengurangi kemungkinan anggaran
tersebut tidak terserap (terealisasi).
Hal ini tentunya akan meningkatkan
kualitas penyerapan anggaran pada
Kementerian/Lembaga.

2. Melonggarkan  kebijakan
anggaran
Revisi anggaran ini dimaksudkan
agar Kementerian/Lembaga lebih
fleksibel penggunaan
anggarannya. Sehingga apabila ada
anggaran yang kemungkinan besar

revisi

dalam

tidak  terealisasi  (tidak  dapat
terserap), Kementerian/Lembaga
dapat segera melakukan revisi

anggaran ke output/kegiatan yang
lebih mendesak dan lebih penting.
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